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ABSTRAK 
 

Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang 

memberikan kesempatan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan anggota 

aktif tidak dapat mengisi di posisi sipil tanpa mengundurkan diri atau pension. Adanya 

kesampatan bagi Polri untuk masuk pada jabatan sipil dapat berpotensi mencederai 

semangat konstitusi yang sebelumnya telah diatur pada masa Orde Baru. Tujuan 

penelitian adalah menganalisis tujuan negara yang hendak dicapai dalam pengaturan 

keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang 

Nomor 20 Tahun 2023 dan menganalisis akibat hukum atas pengisian jabatan 

pemerintahan dari anggota Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

114/PUU-XXIII/2025. Tipe penelitian adalah yuridis-normatif dengan pendekatan 

penelitian berbasis undang-undang dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan 

bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, sementara pengolahan bahan 

hukum melalui metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum dilakukan dengan 

pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian membuktikan tujuan negara dalam 

pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan 

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah untuk memperkuat sinergi antara 

sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan dalam rangka mendukung efektivitas 

penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Akibat hukum atas pengisian jabatan 

pemerintahan dari anggota Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

114/PUU-XXIII/2025 adalah penyesuaian status hukum anggota Polri yang menjabat 

dalam pemerintahan dimana anggota polri yang sebelumnya menduduki jabatan 

pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan yang kini ditegaskan dalam putusan 

dianggap tidak sah secara hukum serta mengharuskan adanya mekanisme pengawasan 

yang lebih ketat dan transparan terkait penunjukan dan pelaksanaan tugas anggota Polri 

dalam jabatan pemerintahan. 

Kata Kunci: Politik Hukum, Polri, Dampak Keterlibatan 
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ABSTRACT 
 

The existence of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus which 

provides opportunities for members of the Indonesian National Police (Polri) to occupy 

civilian positions contradicts Law Number 2 of 2002 which states that active members 

cannot fill civilian positions without resigning or retiring. The opportunity for Polri to 

enter civilian positions can potentially harm the spirit of the constitution that was 

previously regulated during the New Order era. The purpose of this study is to analyze 

the state objectives to be achieved in regulating the involvement of Polri members in 

government positions based on Law Number 20 of 2023 and to analyze the legal 

consequences of filling government positions by Polri members after the Constitutional 

Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025. The type of research is juridical-

normative with a law-based research approach and a conceptual approach. The 

procedure for collecting legal materials is carried out through literature studies, while 

processing legal materials through the Milles & Huberman method. Analysis of legal 

materials is carried out using a descriptive analytical approach. The research results 

prove that the state's objective in regulating the involvement of Polri members in 

government positions based on Law Number 20 of 2023 is to strengthen the synergy 

between the security sector and government bureaucracy in order to support the 

effectiveness of state administration and public services. The legal consequences of 

filling government positions by Polri members after the Constitutional Court Decision 

Number 114 / PUU-XXIII / 2025 are adjustments to the legal status of Polri members 

who serve in government where Polri members who previously held government 

positions without fulfilling the requirements now emphasized in the decision are 

considered legally invalid and require a stricter and more transparent oversight 

mechanism regarding the appointment and implementation of Polri members' duties in 

government positions. 

Keywords: Legal Politics, Police, Impact of Involvement 
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RINGKASAN 
 

Penelitian ini mengkaji politik hukum keterlibatan anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta implikasinya terhadap prinsip 

negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. 

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang munculnya permasalahan akibat 

perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang membuka 

peluang bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil tertentu. Ketentuan tersebut 

menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi tidak selaras dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mensyaratkan anggota Polri aktif untuk 

mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan di luar institusi 

kepolisian. Bab ini memuat rumusan masalah yang berfokus pada tujuan negara dalam 

pengaturan tersebut serta akibat hukum yang timbul pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi. Selain itu, diuraikan tujuan dan manfaat penelitian, metode yang 

digunakan, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tujuan Negara Yang Hendak Dicapai Dalam Pengaturan Keterlibatan 

Anggota Polri Dalam Jabatan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 menguraikan analisis terhadap arah kebijakan pembentuk undang-undang 

dalam memberikan ruang jabatan pemerintahan bagi anggota Polri. Pengaturan 

tersebut dipahami sebagai bagian dari politik hukum untuk memperkuat sinergi antara 

sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan guna mendukung efektivitas 

penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Namun demikian, dalam perspektif 

negara hukum dan supremasi sipil, kebijakan ini tetap harus memperhatikan prinsip 

netralitas aparatur negara, profesionalisme, serta harmonisasi peraturan perundang-

undangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. 

Bab III Akibat Hukum Atas Pengisian Jabatan Pemerintahan Dari Anggota 

Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 membahas 

implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penegasan 

batas konstitusional atas keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan. 

Putusan tersebut berdampak pada keabsahan pengangkatan anggota Polri yang tidak 

memenuhi persyaratan normatif, sehingga diperlukan penyesuaian status hukum dan 

penguatan mekanisme pengawasan dalam proses pengisian jabatan. Analisis dalam bab 

ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip 

demokrasi serta supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan. 

Bab IV Penutup berisi kesimpulan atas keseluruhan hasil penelitian yang 

menegaskan bahwa pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan 

harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis, serta disertai saran guna 

mewujudkan harmonisasi regulasi, kepastian hukum, dan penguatan mekanisme 

pengawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional. 
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